WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 7| TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7
TAHUN 2007 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN
GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menimbang

Mengingat : 1.

DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 ( DUA ) TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA PALEMBANG,

. a. bahwa gunaz memenuhi kelentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran
Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2
{ Dua ) Tahun Anggaran, yang telah diundangkan tanggal 27 Maret 2007
dalam Lembaran Daerah Kofa Falembang Tahun 2007 Nomor 7, periu
menstapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud lersebut, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Palembang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumalera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821) ;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1829 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Rl Tahun 1999 Momor 54, Tambahan Lembaran Rl Nomor 3833) ;

. Undang-UUndang Nomar 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Rl Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Rl Nomor 3952) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran MNegara Rl Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Rl Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nemor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4548),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;



Menetapkan

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Rl Nomor 4443) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Rl Momor 3955) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan,
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3956) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3957) |

12.Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 205 Nomor 140 Tambahan
l.embaran Negara Rl Nomar 4578) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
RI Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4585),

14_Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4583) |

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R| Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4612) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614) ;

17.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 4212) ;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nemor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

19.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2000 Nomor 24) ;

20.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struklur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005
Momor 5).

21.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2007 Nomar 2).

22. Peraturan Daerah Kota Palembang MNomor 7 Tahun 2007 tentang
Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun
Jamak Untuk Masa 2 ( Dua ) Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2007 Nomar7).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENGIKATAN DANA  ANGGARAN PEMBANGUNAN
GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2
( DUA ) TAMUN ANGGARAN.
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Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Jamak Untuk Masa 2 ( Dua ) Tahun Anggaran.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang untuk
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Jamak Untuk Masa 2 ( Dua ) Tahun Anggaran.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2007

A PALEMBANG,

TAHUN 200 a- NOMOA D



